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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sumber daya manusia merupakan faktor kunci dalam menciptakan
SDM vyang berkualitas agar mampu berdaya saing dalam kancah global
yang selama ini diabaikan. Sumber daya manusia saat ini adalah asset
yang berfungsi sebagai modal utama suatu organisasi. Pada saat ini,
sumber daya manusia mempunyai peranan penting dalam sebuah
organisasi, tanpa adanya sumber daya manusia yang baik maka suatu
organisasi tidak akan berjalan dengan baik dan benar. Dalam hal ini,
manusia sebagai perencana, pelaksana, pengendali dan evaluasi suatu
pembangunan dan menikmati hasil evaluasi suatu pembangunan, sangat
mempengaruhi keberhasilan pembangunan, karena manusia mempunyai
peran yang sangat menentukan.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya
manusia adalah melalui pendidikan, baik pendidikan formal maupun
pendidikan informal. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 3 huruf d menyatakan bahwa

Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai profesi berlandaskan pada prinsip



yang salah satunya adalah memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai
dengan bidang tugas. Di dalam pasal 70 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2014 disebutkan bahwa  setiap pegawai ASN memiliki hak dan
kesempatan untuk mengembangkan kompetensi. Salah satu upaya untuk
mengembangkan kompetensi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) vyaitu
melalui pendidikan dan pelatihan.*

Pendidikan dan pelatihan merupakan suatu program yang
diharapkan dapat memberikan rangsangan atau stimulus kepada
seseorang untuk dapat meningkatkan kemampuan dalam pekerjaan
tertentu untuk memperoleh pengetahuan umum dan pemahaman
terhadap keseluruhan lingkungan kerja organisasi sehingga pegawai
dapat berkompetensi dalam melakukan pekerjaan. Setelah diadakan
diklat seseorang diharapkan dapat menjadi lebih baik dalam bekerja dan
mampu mengembangkan berbagai ilmu dan keterampilan yang telah
didapat selama diklat.

Kementerian Tenaga Kerja sebagai bagian dari sistem
pemerintahan mempunyai misi yang penting dalam menjalankan amanat
Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 27 ayat (2), ayat tersebut
menyebutkan bahwa. Tiap-tiap warga berhak atas pekerjaan dan

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dalam rangka mengatasi
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permasalahan ketenagakerjaan yang semakin komplek tersebut.
Kementerian Ketenagakerjaan mengupayakan strategi yang bersifat
penyelamatan, rehabilitasi dan pengembangan. Strategi yang bersifat
penyelamatan, antara lain diarahkan untuk menciptakan dan perluasan
lapangan kerja. Pusdiklat Pegawai Kementerian Ketenagakerjaan
sebagai lembaga pendidikan dan pelatihan pemerintah berkewajiban
untuk menyelenggarakan Diklat Aparatur bidang ketenagakerjaan.
Dengan visi mewujudkan Pusdiklat Pegawai sebagai “Center of Excellent,
Center of Development, Center of Empowerment (CEDE)” di bidang
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai dalam rangka mendukung Kebijakan
dan Program Ketenagakerjaan. Hal ini dilakukan dengan misi,
meningkatkan kualitas dan produktivitas PNS dibidang ketenagakerjaan,
meningkatkan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan. Oleh karena itu
Pusdiklat Pegawai Kementerian Ketenagakerjaan menyelenggaraan
Diklat Pengantar Kerja.

Berdasarkan peraturan bersama menteri tenaga kerja dan
transmigrasi dan kepala badan kepegawaian Negara Nomor 14 tahun
2014, Nomor 28 tahun 2014 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan
menteri pendayagunaan aparatur Negara dan reformasi birokrasi RI
Nomor 5 tahun 2014 tentang jabatan fungsional pengantar kerja dan
angka kreditnya. Jabatan Fungsional Pengantar Kerja adalah jabatan

yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan



hak untuk melakukan kegiatan pelayanan antar kerja®. Pelayanan antar
kerja adalah suatu sistem yang meliputi pelayanan informasi pasar kerja,
penyuluhan dan bimbingan jabatan dan perantaraan kerja.

Pelayanan antar kerja, yaitu memberikan pelayanan
pemerantaraan kerja, layanan penyuluhan dan bimbingan jabatan, dan
informasi pasar kerja. Ketiga tugas pelayanan tersebut sering disebut
sistem antar kerja. Pelayanan melalui sistem antar kerja dimaksud,
utamanya dilaksanakan oleh pejabat fungsional Pengantar Kerja. Pejabat
fungsional Pengantar Kerja merupakan ujung tombak dalam memberikan
layanan kepada para pencari kerja dan pemberi kerja, menyebarluaskan
informasi pasar kerja, perluasan kesempatan kerja, pengendalian tenaga
kerja asing dan pembinaan kepada lembaga-lembaga penempatan.

Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai unsur utama Sumber Daya
Manusia (SDM) mempunyai peranan yang menentukan keberhasilan
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan baik di tingkat pusat
maupun di tingkat provinsi/kabupaten dan kota, khususnya ASN sebagai
aparatur yang menangani bidang ketenagakerjaan. Isu ketenagakerjaan
yang saat ini berkembang dan kompleks memerlukan penanganan yang
serius dari apparatur yang menangani bidang ini, sehingga masalah

ketenagakerjaan dapat diatasi dengan baik dan lebih professional.
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Maka untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Otonomi Daerah
khususnya mengenai fungsi ketenagakerjaan serta meningkatkan
hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Kementerian
Ketenagakerjaan berkewajiban memfasilitasi fungsi tersebut antara lain
melalui diklat bagi aparatur pelaksana fungsi ketenagakerjaan baik yang
berada di pusat maupun di daerah.

Untuk memberikan kepuasan dan kebermanfaatan diklat
Pengantar Kerja, Pusdiklat Pegawai Kementerian Ketenagakerjaan
dituntut untuk melaksanakan program diklat yang berkualitas dan mampu
meningkatkan kompetensi peserta diklat setelah kembali ke tempat kerja.
Kualitas diklat ini dapat diukur, dinilai dan ditingkatkan dengan adanya
implementasi diklat yang baik. Pada dasarnya program pendidikan dan
pelatihan selalu diikuti dengan kegiatan implementasi, baik menyangkut
hasil maupun terhadap proses pendidikan dan pelatihan yang dilakukan.
Dengan demikian, Implementasi dapat memberikan suatu gambaran
apakah pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan telah mencapai
tujuan atau belum.

Dengan demikian, judul yang sesuai dengan penelitian ini adalah
“Implementasi Diklat Pengantar Kerja Angkatan 57 di Pusat
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kementerian Ketenagakerjaan

Republik Indonesia”.



B. Fokus dan Sub Fokus

Mengacu pada latar belakang diatas, penelitian dibatasi pada

aspek “Implementasi Diklat Pengantar kerja” dengan sub fokus penelitian

meliputi: fasilitas, kurikulum, Widyaiswara, panitia penyelenggara.

Pertanyaan Penelitian

Rumusan masalah dalam kegiatan Evaluasi Program Purna Diklat

Pengantar Kerja adalah sebagai berikut:

1.

Bagaimana Pemanfaatan fasilitas dalam implementasi Diklat
Pengantar Kerja di Pusdiklat Kementerian Ketenagakerjaan RI?
Bagaimana kesesuaian kurikulum dalam implementasi Diklat
Pengantar Kerja di Pusdiklat Kementerian Ketenagakerjaan RI?
Bagaimana metode mengajar widyaiswara dalam implementasi Diklat
Pengantar Kerja di Pusdiklat Kementerian Ketenagakerjaan RI?
Bagaimana pelayanan panitia penyelenggara dalam implementasi

Diklat Pengantar Kerja di Pusdiklat Kementerian Ketenagakerjaan RI?

D. Tujuan penelitian

Berdasarkan sub fokus pertanyaan penelitian yang telah diuraikan,

maka tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui

implementasi fasilitas, kurikulum, widyaiswara, panitia penyelenggara



Diklat Pengantar Kerja Angkatan 85 di Pusdiklat Pegawai Kementerian

Ketenagakerjaan RI.

. Kegunaan Hasil Penelitian
Adapun kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan praktis dan
kegunaan teori yang diuraikan di bawah ini :
1. Kegunaan Praktis
a. Bagi Peneliti
Sebagai alat dan sarana untuk menambah wawasan, pengetahuan,
dan pengalaman, disisi lain sebagai salah satu prasyarat untuk
mendapat atau memperoleh gelar sarjana.
b. Bagi Universitas Negeri Jakarta dan Manajemen Pendidikan
Hasil penelitian ini memberikan wawasan, informasi, serta
pengetahuan mengenai implemenasi diklat serta menjadi referensi
untuk penelitan yang akan datang.
2. Kegunaan Teoritis
a. Menambah khasanah ilmu pengetahuan dan referensi tentang
implementasi diklat pengantar kerja
b. Mengembangkan pengetahuan peneliti mengenai solusi atas
permasalahan implementasi diklat pengantar kerja.
c. Bahan pengkajian secara mendalam dan untuk pemahaman

Implementasi Diklat Pengantar Kerja Angkatan 57 untuk



pengembangan ilmu dalam Program Studi Manajemen
Pendidikan.

. Menambah pembendaharaan kepustakaan bagi Universitas
Negeri Jakarta, khususnya Program Studi Manajemen Pendidikan

Fakultas IImu Pendidikan.



